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PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka meningkatkan tertib administrasi,
meningkatkan koordinasi, kelancaran, dan menciptakan
keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri yang
dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku,
dan standar yang mengikat semua unit eselon I, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Tata Cara
Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan

Transmigrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah
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Menetapkan

dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997
tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5050);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang
Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 13);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA
PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pembentukan Peraturan Menteri adalah pembuatan
Peraturan Menteri yang mencakup tahapan
perencanaan, penyusunan, penetapan, dan
pengundangan.

Program  Legislasi Nasional adalah instrumen
perencanaan program pembentukan Undang-Undang
yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
Program Legislasi Kementerian adalah instrumen
perencanaan program pembentukan Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan
Presiden, dan Peraturan Menteri yang disusun secara
terencana, terpadu, dan sistematis.

Program Penyusunan Peraturan Menteri adalah
instrumen = perencanaan = program  pembentukan
Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya
terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan  secara ilmiah  mengenai
pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan
Peraturan Perundang-undangan sebagai solusi terhadap
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
Prakarsa adalah gagasan atau usul inisiatif penyusunan
peraturan perundang-undangan dalam bentuk tertulis,
baik yang berupa pokok-pokok materi dan/atau telah
dirumuskan dalam  bentuk  konsep  peraturan
perundang-undangan.

Pemrakarsa adalah pimpinan wunit eselon [ yang

mengajukan usul penyusunan Rancangan Peraturan
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10.

11.

12.

13.

14.

Menteri.

Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sekretaris Jenderal adalah  Sekretaris Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.

Inspektur Jenderal adalah Inspektur Jenderal
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.

Unit Eselon I adalah Sekretariat Jenderal, Direktorat
Jenderal, dan Inspektorat Jenderal di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi.

Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana adalah Biro
Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana pada Sekretariat
Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi.

Unit Hukum Sekretariat Jenderal adalah unit kerja di
lingkungan Sekretariat Jenderal yang melaksanakan
penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini:

a.

menciptakan produk Peraturan Menteri yang disusun
dengan tertib hokum dan berdasarkan kebutuhan
peraturan perundang-undangan yang diperlukan;
menyerasikan materi muatan Peraturan Menteri sesuai
dengan sifat, jenis, dan hierarki peraturan perundang-
undangan,;

menyeragamkan pola dan bentuk Peraturan Menteri;
dan

meningkatkan koordinasi dalam penyusunan Peraturan

Menteri.
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Pasal 3
Materi muatan Peraturan Menteri berisi:
a. materi untuk pengaturan lebih lanjut dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi; atau
b. materi untuk melaksanakan penyelenggaraan urusan
pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah

tertinggal, dan transmigrasi.

BAB II
PERENCANAAN

Pasal 4
Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri di lingkungan
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi dilakukan dalam suatu Program Pembentukan

Peraturan Menteri.

Pasal 5
Perencanaan Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan perintah
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau

berdasarkan kewenangan.

Pasal 6

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan usul perencanaan
pembentukan Peraturan Menteri.

(2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan konsepsi yang meliputi:
a. urgensi dan tujuan penyusunan;
b. sasaran yang ingin diwujudkan;
c. pokok pikiran, lingkup, objek yang akan diatur; dan
d. jangkauan dan arah pengaturan.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
secara tertulis oleh Pemrakarsa kepada Menteri melalui

Sekretaris Jenderal.



